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BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR (1"~ TAHUN 2020
i

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Menimbang

Mengingat

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pendaftaran dan
pendataan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
perlu dibentuk Tim Pendaftaran dan Pendataan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Pendaftaran dan Pendataan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 27357) ;

Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4833);

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelclaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Koordinasi Pcnanaman Modal Nomor 18
Tahun 2009, Nomor 07 /PRT/M/2009, Nomor
19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1329);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 67)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 172
Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten



Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 67)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
Nomor 22);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21
Tahun 2019 ientang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21};

18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan  Atas Peraturan  Daerah  Kabupaten
Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum ({Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2018 Nomor 17);

19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2018
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2018 Nomor 91} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 91 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 116};

20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101} sebagaimana
beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ' _
KESATU . Membentuk Tim Pendaftaran dan Pendataan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tersebut

dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini

bertugas :

a.

A

melakukan pendataan terhadap Menara Telekomunikasi

yang ada di daerah baik yang sudah berizin maupun yang
belum berizin;

. menyiapkan formulir pendataan dan melakukan pendataan

terhadap pengelola Menara Telekomunikasi yang ada serta
menghubungi pengelola tersebut guna melakukan verifikasi
terhadap hasil pendataan;

menyelenggarakan pendaftaran Wajib Retribusi;

. menyelenggarakan koordinasi antar Perangkat Daerah yang

terkait terhadap perizinan pendirian dan pengelolaan serta
penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
dimaksud;

melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi; dan

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada
Bupati,

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Keputuisan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal v/ /U 2020

BUPATI KARANGANYAR,

Ck M

JULIYATMONO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR YW'y* /?oq 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN
DAN PENDATAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

SUSUNAN TIM PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

JABATAN
NO NAMA JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM

1 |Drs. Sujarno, M.Si. Kepala Dinas Komunikasi dan [Ketua
Informatika

2 iDra. Eny Fauziah, M.M. Sekretaris Dinas Komunikasi |Wakil Ketua
dan Informatika

3 |Teguh Triyono, S.H., M.Si. Kepala Bidang Informasi dan  |Sckretaris
Komunikasi Publik Diskominfo

4 |Drs. Muh. Indrayanto Kcpala Badan Perencanaan,  |Anggota
Penelitian dan Pengembangan

5 |Kurniadi Maulato, $.S0s., M.Si. |Kepala Badan Keuangan Darah |Anggota

6 |Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si. |Plt. Kepala Dinas Penanaman Anggota
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

7 |Drs. Utomo Sidi Hidayat, M.M. |Inspektur Daerah Anggota

8 |Yopi Eko jati Wibowo, S.Sos., Plt. Kepala Satuan Polisi Anggota

M.M. Pamong Praja

9 Zulfikar Hadidh, S.H. Kepala Bagian Hukum Anggota
Sekretariat Daerah

10 |Kristiana Dwi Kartiningsih, S.S., {Kepala Seksi Pengelolaan Anggota

M.M.

Sumber Daya Komunikasi dan
Informatika Diskominfo

BUPAT! KARANGANYAR,

QuA—

JULIYATMONO




